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ABSTRACT 
 
One mainstay of current Indonesian government revenue is tax revenue, especially income tax. For a company 
or corporation, the tax is a major burden that would reduce net income, so it is necessary to do tax planning 
in an effort to minimize the tax burden and improve the performance of the company. Tax planning is legal 
efforts undertaken taxpayer by utilizing things that are not organized or existing under the Act and Regulations 
Taxation. This study was conducted using quantitative descriptive research with case study approach. The 
results of this study indicate the condition of taxation on Women's Cooperative Business Solutions Business 
"Setia Budi Wanita" East Java is still not optimal. This is evidenced by the presence of components that should 
be used to save tax untapped by the Cooperative, so that the burden of the tax payable be great. With tax 
planning, Women's Cooperative Business Solutions Business "Setia Budi Wanita" East Java obtain tax savings 
of Rp 27,202,704.00 in 2011, Rp 14,803,301.00 in 2012 and Rp 23,023,978.00 in 2013. 
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ABSTRAK 
 
Salah satu andalan penerimaan pemerintah Indonesia saat ini adalah penerimaan sektor perpajakan terutama 
Pajak Penghasilan. Bagi perusahaan atau badan usaha, pajak merupakan beban utama yang akan mengurangi 
laba bersih, sehingga diperlukan adanya perencanaan pajak (Tax Planning) sebagai upaya untuk 
meminimalisasi beban pajak serta meningkatkan kinerja perusahaan. Perencanaan pajak merupakan upaya 
legal yang dilakukan Wajib Pajak dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur atau yang ada dalam 
Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan jenis penelitian 
deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi perpajakan di 
Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur masih belum optimal. Hal ini terbukti dengan 
adanya komponen biaya yang seharusnya dapat digunakan Koperasi untuk menghemat pajak namun belum 
dimanfaatkan oleh Koperasi, sehingga beban pajak yang harus dibayarkan menjadi besar. Dengan 
perencanaan pajak yang dilakukan, Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur 
memperoleh penghematan pajak sebesar Rp 27.202.704,00 pada tahun 2011, Rp 14.803.301,00 pada tahun 
2012 dan Rp 23.023.978,00 pada tahun 2013. 
 
Kata Kunci : Tax Planning, Penghematan Pajak, Pajak Penghasilan (PPh) Badan  
 
I. PENDAHULUAN 
Indonesia merupakan salah satu negara yang 
sedang berkembang, untuk membiayai pengeluaran 
negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran 
pembangunan yang berada di pusat ataupun yang 
ada di daerah serta menyelenggarakan 
pemerintahan guna menciptakan masyarakat adil 
dan makmur negara memerlukan sumber 
penerimaan yang cukup besar. Salah satu 
penerimaan negara yang terbesar dan paling 
dominan sampai saat ini adalah berasal dari sektor 
pajak.  
Pandiangan (2008:5) menjelaskan bahwa 
Hampir seluruh negara yang ada di dunia 
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mengenakan pajak kepada warganya, kecuali 
negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam 
tertentu yang dapat dijadikan sebagai sumber 
penerimaan utama negara tidak mengenakan pajak. 
Pajak memberikan sumbangan terbesar bagi 
penerimaan negara dibandingkan dengan 
penerimaan bukan pajak seperti: penerimaan 
sumber daya alam, bagian laba BUMN, penerimaan 
bukan pajak lainnya dan pendapatan badan layanan 
umum serta hibah. Berdasarkan data dari 
Departemen Keuangan jumlah penerimaan 
perpajakan Tahun 2013 sebesar Rp 1.148.365 
(miliar) dari jumlah penerimaan dalam negeri 
sebesar Rp 1.497.521 (miliar) dan jumlah 
penerimaan bukan pajak sebesar Rp 349.156 
(miliar) 
Pajak merupakan iuran wajib yang 
dibayarkan masyarakat ke pemerintah untuk 
pembiayaan yang bersifat memaksa tanpa ada 
timbal balik secara langsung. Dari segi ekonomi, 
pajak merupakan pemindahan sumber daya dari 
sektor privat (perusahaan) ke sektor publik, dan 
pemindahan sumber dana tersebut akan 
mempengaruhi daya beli (purchasing power) atau 
kemampuan belanja (speending power) dari sektor 
privat (Suandy, 2006:1).  
Perencanaan Pajak merupakan cara legal yang 
dapat dilakukan untuk menekan jumlah pajak yang 
akan dibayarkan agar sekecil mungkin dengan 
memanfaatkan Undang-Undang Perpajakan yang 
berlaku. Dalam perencanaan pajak akan dilakukan 
pengumpulan data terkait dalam perhitungan pajak 
terhadap peraturan perpajakan yang berlaku agar 
nantinya diperoleh jenis tindakan penghematan 
pajak yang seharusnya dilakukan (Suandy, 2006:7). 
Koperasi termasuk sebagai Wajib Pajak 
Badan yang juga dikenakan Pajak Penghasilan 
(PPh) Badan. Menurut Undang-Undang No. 25 
Tahun 1992 tentang Perkoperasian Koperasi adalah 
badan usaha yang beranggotakan orang-seorang 
atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan 
kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus 
sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan 
atas asas kekeluargaan. 
Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi 
Wanita” Jawa Timur sebagai tempat penelitian 
merupakan salah satu anggota Koperasi sekunder 
PUSKOWANJATI (Pusat Koperasi Wanita Jawa 
Timur). Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi 
Wanita” Jawa Timur di kota Malang ini cukup 
terkemuka ditandai dengan peningkatan anggota 
secara stabil yaitu Tahun 2010 sebanyak 5640 
anggota, Tahun 2011 sebanyak 5898 anggota, 
Tahun 2012 sebanyak 6243 anggota dan Tahun 
2013 sebanyak 8265 anggota. 
Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi 
Wanita” Jawa Timur ini tentunya memiliki 
kewajiban perpajakan antara lain Pajak Penghasilan 
(PPh) Badan. Jumlah Asset Koperasi yang besar 
akan menimbulkan beban Pajak Penghasilan yang 
besar pula. Koperasi ini memiliki jumlah Asset yang 
cukup banyak dari tahun ke tahun. Tahun  2010 
sebesar Rp 26.809.368.003,00, Tahun 2011 sebesar 
Rp 39.753.641.158,00, Tahun 2012 sebesar  Rp 
44.197.511.036 dan Tahun 2013 sebesar Rp 
56.003.464.756,00. 
Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan 
di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui penerapan dalam upaya meminimalkan 
beban Pajak Penghasilan, sehingga laba yang 
diperoleh Koperasi maksimal. Dalam hal ini 
diperlukan suatu kajian yang mendalam untuk 
mengetahui penerapan perencanaan pajak melalui 
kegiatan penelitian dengan judul “Implementasi 
Tax Planning Dalam Upaya Penghematan Pajak 
Penghasilan (PPh) Badan”. (Studi Pada 
Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi 
Wanita” Jawa Timur). 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pajak 
Salah satu sumber pendapatan utama yang 
diperoleh negara adalah pajak, merupakan iuran 
wajib rakyat kepada kas negara yang tidak 
mendapatkan balas secara langsung, digunakan 
untuk pembiayaan pembangunan negara. 
Soemitro dalam Mardiasmo (2009:1) 
mendefinisikan “Pajak adalah iuran rakyat kepada 
kas negara berdasarkan Undang–Undang (yang 
dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa 
timbal (kontraprestasi) langsung dapat ditunjukkan 
dan digunakan untuk membayar pengeluaran”. 
 Definisi pajak sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 6 
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi Wajib 
Pajak kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. 
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan 
pajak merupakan: 
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a) Iuran yang harus dibayar oleh rakyat kepada 
negara. 
b) Dipungut oleh pemerintahan berdasarkan 
Undang-Undang yang berlaku yang sifatnya 
memaksa. 
c) Tidak mendapatkan imbalan atau kotra prestasi 
secara langsung. 
d) Digunakan untuk pembiayaan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan.  
e) Undang-Undang menjelaskan secara khusus 
iuran pajak digunakan sebesar-besarnya untuk 
kemakmuran rakyat.  
 
B. Pajak Penghasilan 
Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-
Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 adalah 
“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 
diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal 
dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat 
digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah 
kekayaan Wajib Pajak bersangkutan, baik dengan 
nama dan dalam bentuk apa pun”. 
Waluyo (2008:87) mengungkapkan Pajak 
Penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada 
penghasilan baik perorangan, perusahaan atau 
badan hukum lainnya. 
Dapat disimpulkan Pajak Penghasilan 
merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan 
yang diterima atau diperoleh Subjek Pajak dalam 
satu masa pajak serta bagian tahun pajak. 
 
C. Pajak Penghasilan Final 
Undang-Undang PPh pasal 4 ayat (2) No.36 
Tahun 2008 menjelaskan Pajak Penghasilan yang 
bersifat final. 
 
D. Penyusutan Aktiva Tetap 
Metode penyusutan yang digunakan adalah 
metode garis lurus (straight line method) dan 
metode saldo menurun (declining balance method). 
Metode penilaian terhadap harta selain bangunan 
Wajib Pajak diperkenankan untuk memilih salah 
satu dari metode yang akan digunakan. Untuk 
kelompok harta berupa bangunan hanya 
diperkenankan memakai metode penyusutan garis 
lurus dan semua harus taat pada asas yang berlaku. 
 
 
 
E. Laporan Keuangan Komersial 
Laporan Keuangan Komersial adalah Laporan 
Keuangan berdasarkan Standart Akuntansi 
Keuangan. Laba akuntansi dihitung berdasarkan 
Prinsip Akuntansi yang diterima umum dimana di 
Indonesia diatur dalam Prinsip Standart Akuntansi 
Keuangan. Perhitungan Laba Akuntansi bertumpu 
pada prinsip matching cost against revenue 
(perbandingan antara pendapatan dan biaya terkait). 
Salah satu konsep prinsip tersebut adalah 
pengeluaran yang tidak menghasilkan manfaat 
dimasa yang akan datang bukanlah Asset sehingga 
dibebankan pada biaya (Suandy:2003:122). 
 
F. Laporan Keuangan Fiskal 
Laporan Keuangan Fiskal adalah Laporan 
yang digunakan untuk perhitungan pajak 
berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku dan 
Undang Undang Perpajakan. Undang-Undang 
Perpajakan tidak mengatur secara khusus bentuk 
dari Laporan ini tetapi memberikan batasan-batasan 
untuk hal-hal tertentu baik mengenai pengakuan 
penghasilan maupun biaya sehingga akan didapat 
Laba Fiskal. 
 
G. Perencanaan Pajak 
Perencanaan pajak pada dasarnya digunakan 
untuk meminimumkan kewajiban pajak. Menurut 
Suandy (2006:7) Perencanaan pajak adalah analisis 
sistematis dari berbagai pemilihan pajak yang 
berbeda, yang bertujuan meminimalkan kewajiban 
perpajakan dalam tahun berjalan untuk periode yang 
akan datang. 
Berdasarkan pengertian di atas dapat 
disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah 
upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam 
rangka penghematan beban pajak dengan tidak 
melanggar ketentuan Perundang-undangan 
Perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak 
merupakan cara legal yang dapat ditempuh oleh 
Wajib Pajak dalam rangka efisiensi beban pajak.  
Hidayat (2005:1) mengungkapkan beberapa 
manfaat dari perencanaan pajak, diantaranya: 
a. Mengatur pembayaran pajak atau 
meminimumkan kewajiban pajak dengan tidak 
melanggar aturan yang berlaku. 
b. Perusahaan dapat membayar kewajiban 
perpajakannya sesuai dengan ketentuan dan 
Peraturan yang berlaku. 
c. Penghematan pajak dan efisiensi. 
Langkah-Langkah Perencanaan Pajak yaitu 
sebagai berikut: 
a. Memaksimalkan Penghasilan yang dikecualikan 
Dalam UU PPh Pasal 4 ayat (3) No.36 Tahun 
2008 mengatur mengenai  penghasilan yang 
dikecualikan sebagai Objek Pajak. 
b. Memaksimalkan Biaya- Biaya Fiskal 
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Tindakan yang dapat dilakukan untuk 
memaksimalkan Biaya-Biaya Fiskal adalah 
dengan memanfaatkan peluang yang ada pada 
Undang-Undang Pasal 6 dan 9 No.36 Tahun 
2008 
c. Meminimalkan Tarif Pajak  
Tarif PPh untuk Wajib Badan terdiri dari 4 tarif, 
yaitu sesuai Pasal 17 ayat (2a) UU PPh No.36 
Tahun 2008, tarif sesuai Pasal 17 ayat (2b) UU 
PPh No.36 Tahun 2008, tarif Pasal 31 E UU PPh 
No.36 Tahun 2008, dan tarif sesuai Pasal 3 Ayat 
1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 46 Tahun 2013. 
 
H. Penghematan Pajak 
Salah satu tujuan dari perencanaan pajak 
adalah penghematan pajak yaitu strategi yang 
dilakukan Wajib Pajak agar jumlah pajak yang akan 
dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin dengan 
memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam 
Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. 
 
III. METODE PENELITIAN 
     Jenis penelitian yang digunakan adalah 
deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi 
kasus. Penelitian deskriptif adalah Suatu metode 
dalam meneliti status kelompok manusia, suatu 
objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, 
ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang 
(Nazir, 2011:54). Sugiyono (2009:147) menyatakan 
bahwa Metode analisis deskriptif adalah statistik 
yang digunakan untuk menganalisis data dengan 
cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 
yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 
bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 
untuk umum atau generalisasi. Menurut Sugiyono 
(2009:8) metode penelitian kuantitatif dapat 
diartikan sebagai metode penelitian yang 
dilandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 
untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 
pengumpulan data menggunakan instrumen 
penelitian data bersifat kuantitatif/statistik, dengan 
tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 
Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian 
studi kasus yaitu tidak mempermasalah hubungan 
antara variabel-variabel yang ada dan tidak 
membuat generalisasi yang akan menjelaskan 
variabel sehingga menyebabkan terjadinya suatu 
gejala sosial. Lokasi penelitian ini pada Koperasi 
Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa 
Timur. Fokus dalam penelitian ini adalah: 
1. Segala informasi yang berkaitan dengan 
Laporan Keuangan Koperasi selama periode 
tertentu. 
2. Evaluasi terhadap koreksi fiskal yang dilakukan 
oleh Koperasi dengan memahami prosedur dan 
kebijakan yang berlaku di Koperasi terkait 
perpajakan. 
3. Memeriksa sumber-sumber penghasilan 
Koperasi kemudian membuat Tax Planning atas 
penghasilan Koperasi dengan cara 
memaksimalkan penghasilan yang 
dikecualikan. 
4. Membuat Tax Planning terhadap biaya-biaya 
umum dan operasionalnya Koperasi dengan 
cara memaksimalkan biaya yang diperkenankan 
sebagai pengurang (biaya fiskal) dan 
meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan 
sebagai  pengurang. 
5. Melakukan pemilihan metode-metode akuntansi 
yang sesuai dengan Peraturan Perpajakan. 
6. Membandingkan atas perhitungan Pajak 
Penghasilan (PPh) Badan sebelum dan sesudah 
dilakukan perencanaan pajak. 
Data yang digunakan peneliti dalam 
melakukan penelitian ini adalah data primer dan 
sekunder. Data primer pada penelitian ini adalah 
berupa wawancara dan observasi pada Koperasi. 
Data sekunder pada penelitian ini berupa laporan 
Keuangan seperti: Neraca,  Laporan Perhitungan 
Hasil Usaha Komersial, Laporan Perhitungan Hasil 
Usaha Fiskal sebelum dan setelah pajak, Daftar 
Biaya Penyusutan Aktiva Tetap, Rekonsiliasi 
Laporan Keuangan Fiskal dan Kebijakan-Kebijakan 
Koperasi tahun 2011, 2012 dan tahun 2013. Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam 
penelitian ini berupa observasi, wawancara dan 
dokumentasi.  
 
 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Laporan Keuangan Koperasi 
Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi 
Wanita” Jawa Timur memiliki data laporan yang 
terdiri dari Laporan Neraca, Laporan Perhitungan 
Hasil Usaha Komersial dan Laporan Perhitungan 
Hasil Usaha Fiskal yang digunakan untuk 
menghitung besarnya Pajak Penghasilan (PPh) 
Badan  yang akan dibayarkan. 
Sebelum melakukan perencanaan pajak 
terlebih dahulu menghitung besarnya biaya 
penyusutan aktiva tetap. Perbandingan perhitungan 
besarnya penyusutan aktiva tetap berdasarkan 
Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” 
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Jawa Timur dengan berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 1.  Perbandingan Besarnya Biaya Penyusutan 
Aktiva Tetap Tahun 2011 (dalam rupiah)  
 
 
Tabel 2. Perbandingan Besarnya Biaya Penyusutan 
Tahun 2012 (dalam rupiah)  
 
 
Tabel 3. Perbandingan Besarnya Biaya Penyusutan 
Tahun 2013 (dalam rupiah)  
 
 
Berdasarkan tabel di atas, terjadi selisih 
negatif antara biaya penyusutan menurut Koperasi 
Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa 
Timur dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku 
2008 yaitu Rp 27.414.195,00 Tahun 2011, Rp 
50.145.429,00, Tahun 2012, Rp 82.226,776,00 
Tahun 2013. Hal ini disebabkan karena 
pengelompokan harta yang belum sesuai dengan 
Peraturan Perpajakan yang berlaku, sehingga ketika 
peneliti membuat Rekonsiliasi Laporan Perhitungan 
Hasil Usaha akan melakukan penambahan biaya 
sesuai selisih yang terjadi pada koreksi fiskal untuk 
akun biaya penyusutan. 
 
B. Memaksimalkan Penghasilan yang 
dikecualikan 
Berdasarkan sumber penghasilan yang ada di 
dalam Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi 
Wanita” Jawa Timur tidak ada penghasilan yang 
dikecualikan. Salah satu penghasilan yang dapat 
dijadikan alternatif adalah pendapatan bunga bank 
karena dikenai pajak final. 
 
C. Biaya-biaya Fiskal Koperasi Wanita Serba 
Usaha“Setia Budi Wanita” Jawa Timur. 
Biaya fiskal adalah biaya menurut Undang-
Undang Perpajakan bisa menjadi pengurang dari 
penghasilan bruto. Biaya yang dimaksud adalah 
biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih 
dan memelihara penghasilan. Berdasarkan data dari 
Laporan Keuangan Koperasi Wanita Serba Usaha 
“Setia Budi Wanita” Jawa Timur, yang tidak 
termasuk dalam dalam biaya yang diperkenankan 
sebagai pengurang (non deductible cost) adalah: 
a. Seragam. 
b. Konsumsi Kerja. 
c. Obat-obatan. 
d. Sumbangan harkop. 
e. Pemasaran/promosi. 
f. Lain-lain 
 
Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan 
Koperasi Wanita Serba Usaha“ Setia Budi Wanita” 
Jawa Timur sebelum dan setelah perencanaan pajak 
adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 4. Perhitungan Pajak Peghasilan Sebelum dan 
Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2011 (dalam 
rupiah) 
 
 
Tabel 5. Perhitungan Pajak Peghasilan Sebelum dan 
Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2012 (dalam 
rupiah) 
 
Tabel 6. Perhitungan Pajak Peghasilan Sebelum dan 
Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2013 (dalam 
rupiah) 
Penyusutan Penyusutan
Komersial Fiskal
1 Tanah -                              -                              -                              
2 Bangunan 49.495.317             51.962.472             (2.467.155)              
3 Kendaraan 117.043.732           111.069.662           5.974.070                
4 Peralatan Kantor 128.684.440           159.605.550           (30.921.110)            
295.223.489           322.637.684           (27.414.195)            
Sumber: data diolah, 2014
No Jenis Aktiva Tetap Selisih
Total
Penyusutan Penyusutan
Komersial Fiskal
1 Tanah 0 0 0
2 Bangunan 49.495.317             51.962.472             (2.467.155)              
3 Kendaraan 117.043.732           85.309.382             31.734.350              
4 Peralatan Kantor 111.528.370           190.940.994           (79.412.624)            
278.067.419           328.212.848           (50.145.429)            
Sumber: data diolah, 2014
Total
No Jenis Aktiva Tetap Selisih
Penyusutan Penyusutan
Komersial Fiskal
1 Tanah -                              -                              -                              
2 Bangunan 49.326.155             51.962.472             (2.636.317)              
3 Kendaraan 101.400.189           85.589.382             15.810.807              
4 Peralatan Kantor 145.534.291           240.935.557           (95.401.266)            
296.260.635           378.487.411           (82.226.776)            
Sumber: data diolah, 2014
Total
No Jenis Aktiva Tetap Selisih
Keterangan Sebelum Tax Planning Setelah  Tax Planning
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak 383.299.339                    383.299.339                          
(Komersial)
Koreksi fiskal
Seragam 14.500.000                      14.500.000                            
Konsumsi kerja 0 0
Obat-obatan 0 0
Penyusutan aktiva tetap 102.078.715                    (27.414.195)                           
Sumbangan harkop 1.500.000                        1.500.000                              
Pemasaran/promosi 0 0
Pendapatan bunga bank (26.954.384)                    (26.954.384)                           
Lain-lain 2.049.000                        2.049.000                              
Jumlah Koreksi Fiskal 93.173.331                      (36.319.579)                           
Penghasilan Kena Pajak 476.472.670                    346.979.760                          
PPh Badan 
PKP yang mendapat fasilitas 19.024.539                      13.854.183                            
PKP yang tidak mendapat fasilitas 81.068.921                      59.036.575                            
Pajak Penghasilan (PPh) Badan th. 2011 100.093.461                    72.890.757                            
Angsuran PPh 25 th. 2011 56.600.000                      56.600.000                            
Kurang bayar PPh th. 2011 43.493.461                         16.290.757                                 
Sumber data diolah, 2014
Keterangan Sebelum Tax Planning Setelah  Tax Planning
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak 486.505.189                    486.505.189                          
(Komersial)
Koreksi Fiskal
Seragam 15.000.000                      15.000.000                            
Konsumsi kerja 0 0
Obat-obatan 0 0
Penyusutan aktiva tetap 18.508.157                      (50.145.429)                           
Sumbangan harkop 0 0
Pemasaran/promosi 0 0
Pendapatan bunga bank (50.063.598)                    (50.063.598)                           
Lain-lain 90.450.000                      90.450.000                            
Jumlah Koreksi Fiskal 73.894.559                      5.240.973                              
Penghasilan Kena Pajak 560.399.748                    491.746.162                          
PPh Badan 
PKP yang mendapat fasilitas 19.263.450                      16.903.541                            
PKP yang tidak mendapat fasilitas 101.572.850                    89.129.458                            
Pajak Penghasilan (PPh) Badan th. 2012 120.836.300                    106.033.000                          
Angsuran PPh 25 th. 2012 91.725.000                      91.725.000                            
Kurang bayar PPh 29 th.2012 29.111.300                      14.308.000                            
Sumber data diolah, 2014
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Dari hasil perhitungan pajak yang telah 
diuraikan di atas, maka terdapat perbedaan hasil 
antara perhitungan menggunakan perencanaan 
pajak dan tidak menggunakan perencanaan pajak. 
Perbedaan ini akan disajikan pada tabel berikut: 
 
Tabel 7. Data Hasil Perhitungan Pajak Sebelum dan 
Setelah Perencanaan Pajak (dalam rupiah) 
 
 
Dari data yang telah disajikan maka tujuan 
dari perencanaan pajak telah tercapai.  Hal ini dapat 
dilihat dari perhitungan sebelum dan setelah 
perencanaan sebagai berikut: 
1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) 
sebelum perencanaan pajak sebesar tahun 2011 
Rp 476.472.670,00 tahun 2012 sebesar Rp 
560.399.748,00 dan tahun 2013 sebesar Rp 
581.637.590,00,00 sedangkan setelah 
perencanaan pajak tahun 2011 sebesar Rp 
346.979.760,00 tahun 2012 sebesar Rp 
491.746.162,00 dan tahun 2013 sebesar Rp 
477.665.474,00.  
2) PKP yang mendapat fasilitas sebelum 
perencanaan pajak tahun 2011 sebesar Rp 
19.024.539,00 tahun 2012 sebesar Rp 
19.263.450,00 dan tahun 2013 sebesar Rp 
16.608.625,00 sedangkan setelah perencanaan 
pajak menurut Undang-Undang Perpajakan yang 
berlaku tahun 2011 sebesar Rp 13.854.183,00 
tahun 2012 sebesar Rp 16.903.541,00 dan tahun 
2013 sebesar  Rp 13.639.722,00. 
3) PKP yang tidak mendapat fasilitas sebelum 
perencanaan pajak tahun 2011 sebesar Rp 
81.068.921,00 tahun 2012 sebesar Rp 
101.572.850,00 dan tahun 2013 sebesar Rp 
112.192.000,00 sedangkan setelah perencanaan 
pajak tahun 2011 sebesar Rp 59.036.575,00 
tahun 2012 sebesar Rp 89.129.458,00  dan tahun 
2013 sebesar Rp 92.136.925,00. 
4) Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang terutang 
sebelum perencanaan tahun 2011 sebesar Rp 
100.093.461,00 tahun 2012 sebesar Rp 
120.836.300,00 dan tahun 2013 sebesar Rp 
128.800.625,00 sedangkan setelah perencanaan 
pajak tahun 2011 sebesar Rp 72.890.757,00 
tahun 2012 sebesar Rp 106.033.000,00 dan tahun 
2013 sebesar Rp 105.776.647,00. 
5) Berdasarkan perhitungan besarnya Kurang 
Bayar PPh sebelum perencanaan pajak tahun 
2011 sebesar Rp 43.493.461,00 tahun 2012 
sebesar Rp 29.111.300,00 dan tahun 2013 
sebesar Rp 19.283.496,00 sedangkan setelah 
perencanaan pajak tahun 2011 sebesar Rp 
16.290.757,00 tahun 2012 sebesar Rp 
14.308.000,00 dan tahun 2013 sebesar (Rp 
3.740.482,00). 
6) Perencanaan pajak yang dilakukan dengan 
memanfaatkan peluang Undang-Undang 
Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 memperoleh 
penghematan pajak sebesar tahun 2011 Rp 
27.202.704,00 tahun 2012 sebesar  Rp 
14.803.301,00 dan tahun 2013 sebesar Rp 
23.023.978,00.   
 
Dengan adanya penghematan pajak maka 
akan berpengaruh pada modal kerja Koperasi 
Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa 
Timur karena akan menambah jumlah nilai aktiva 
lancar yang dimiliki Koperasi Wanita Serba Usaha 
“Setia Budi Wanita” Jawa Timur yang dijabarkan 
pada tabel berikut: 
 
Tabel 8. Dampak yang Terjadi Sebelum dan Setelah 
Perencanaan Pajak Tahun 2011 (dalam rupiah) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 9. Dampak yang Terjadi Sebelum dan Setelah 
Perencanaan Pajak Tahun 2012 (dalam rupiah) 
Keterangan Sebelum Tax Planning Setelah  Tax Planning
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak 551.792.351                    551.792.351                          
(Komersial)
Koreksi Fiskal
Seragam 18.750.000                      18.750.000                            
Konsumsi kerja 0 0
Obat-obatan 0 0
Penyusutan aktiva tetap 21.745.340                      (82.226.776)                           
Sumbangan harkop 0 0
Pemasaran/promosi 0 0
Pendapatan bunga bank (25.335.750)                    (25.335.750)                           
Lain-lain 14.685.649                      14.685.649                            
Jumlah Koreksi Fiskal 29.845.239                      (74.126.877)                           
Penghasilan Kena Pajak 581.637.590                    477.665.474                          
PPh Badan 
PKP yang mendapat fasilitas 16.608.625                      13.639.722                            
PKP yang tidak mendapat fasilitas 112.192.000                    92.136.925                            
Pajak Penghasilan (PPh) Badan 2013 128.800.625                    105.776.647                          
PPHh 23 th. 2013 yang dipotong pihak lain 317.129                           317.129                                 
Angsuran PPh 25 th. 2013 109.200.000                    109.200.000                          
Kurang bayar PPh 29 th. 2013 19.283.496                      (3.740.482)                             
Sumber data diolah, 2014
Keterangan 2011 2012 2013
Jumlah PPh sebelum perencanaan pajak 100.093.461Rp                                        120.836.300Rp                                      128.800.625Rp                    
Jumlah PPH setelah perencanaan pajak 72.890.757Rp                                          106.033.000Rp                                      105.776.647Rp                    
Penghematan pajak 27.202.704Rp                                         14.803.301Rp                                        23.023.978Rp                      
Sumber: data diolah, 2014
Sebelum Perencanaan Setelah Perencanaan 
Pajak Pajak
Pendapatan 15.027.075.958                                       15.027.075.958                                      
Beban pokok penjualan 8.301.802.754                                         8.301.802.754                                        
Hasil usaha kotor 6.725.273.204                                         6.725.273.204                                        
Beban usaha 6.268.846.470                                         6.398.339.380                                        
SHU sebelum pendapatan di luar usaha 456.426.734                                            326.933.824                                           
Pendapatan di luar usaha 25.471.335                                              25.471.335                                             
Beban di luar usaha 5.425.399                                                5.425.399                                               
SHU sebelum pajak 476.472.670                                            346.979.760                                           
Pajak penghasilan 100.093.461                                            72.890.757                                             
Laba bersih 376.379.209                                            274.089.003                                           
Sumber: data diolah, 2014
Keterangan
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Tabel 10. Dampak yang Terjadi Sebelum dan Setelah 
Perencanaan Pajak Tahun 2013 (dalam rupiah) 
 
 
V KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
1. Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi 
Wanita” Jawa Timur di dalam melakukan 
Koreksi Fiskal (Rekonsiliasi) Laporan 
Keuangan Komersial menjadi Laporan 
Keuangan Fiskal belum sesuai dengan Peraturan 
Perpajakan yang berlaku saat ini. Hal ini dapat 
dilihat pada daftar penyusutan aktiva tetap yang 
dimiliki Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia 
Budi Wanita” Jawa Timur belum mengikuti 
Peraturan Perpajakan sebagaimana yang 
dimaksud pada pasal 11 Undang-Undang 
Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang 
penyusutan aktiva tetap. Koperasi Wanita Serba 
Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur menilai 
penyusutannya tahun 2011 sebesar Rp 
295.223.489,00 tahun 2012 Rp 278.06.419,00 
dan tahun 2013 Rp 296.260.635,00 sedangkan 
menurut Undang-Undang Perpajakan Tahun 
2011 sebesar Rp 322.637.684,00 tahun 2012 
sebesar Rp 328.212.848,00 tahun 2013 sebesar 
Rp 378.487.411,00 sehingga terjadi koreksi 
negatif pada tahun 2011 sebesar Rp 
27.414.195,00 tahun 2012 sebesar Rp 
50.145.429,00 dan tahun 2013 sebesar Rp 
82.226.776,00. 
2. Di dalam Laporan Keuangan Koperasi Wanita 
Serba Usaha “Setia Budi Wanita” terdapat 
penghasilan yang dikenai pajak final yaitu 
pendapatan bunga bank yang tidak 
diperhitungkan sebagai kredit pajak sehingga 
akan memperkecil Penghasilan Kena Pajak 
(PKP).  
3. Di dalam Laporan Keuangan Koperasi Wanita 
Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur 
terdapat biaya yang termasuk dalam biaya yang 
diperkenankan sebagai pengurang (non 
deductible cost), yaitu seragam, konsumsi kerja, 
obat-obatan, sumbangan harkop, 
pemasaran/promosi dan lain-lain 
4. Dengan adannya koreksi fiskal dalam rangka 
perencanaan pajak menunjukkan selisih Pajak 
Penghasilan yang terutang sebelum 
perencanaan tahun 2011 sebesar Rp 
100.093.461,00 tahun 2012 sebesar Rp 
120.836.300,00 dan tahun 2013 sebesar Rp 
128.800.625,00 sedangkan setelah perencanaan 
pajak tahun 2011 sebesar Rp 72.890.757,00 
tahun 2012 sebesar Rp 106.033.000,00 dan 
tahun 2013 sebesar Rp 105.776.647,00 sehingga 
ada penghematan pajak pada Koperasi Wanita 
Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur 
pada tahun 2011 sebesar Rp 27.202.704,00 
tahun 2012 sebesar Rp 14.803.301,00 dan 
Tahun 2013 sebesar Rp 23.023.978,00.  
5. Dengan adanya penghematan pajak akan 
menambah nilai aktiva lancar Koperasi Wanita 
Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur 
yang berdampak pada modal kerja. 
 
B. Saran  
1. Membuat daftar penyusutan aktiva tetap yang 
berpedoman pada Peraturan Perpajakan yang 
berlaku saat ini. 
2. Memanfaatkan peluang Peraturan Perpajakan 
yang berlaku agar penghematan pajak dapat 
dicapai semaksimal mungkin. 
3. Selalu mengikuti perkembangan Peraturan 
Perpajakan yang terbaru agar tidak terjadi 
kesalahpahaman yang berakibat fatal bagi 
Koperasi. 
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